PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

INSPEKTORAT

Jin. Raya Pattimura No. 1 Telp.353377 Fax No. (0911) 353069
AMBON

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI MALUKU
Nomor :700/27-ITPROV/tahun 2021

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU TAHUN 2021-2022

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di  Lingkungan Instansi

Pemerintah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
Keputusan Inspektur Provinsi Maluku tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Provinsi Maluku tahun 2021.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 22
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1617);

2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
PemerintahanDaerah (lembaran negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679) ;

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;




4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006
tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang SistemAkuntablitas Kinerja Instansi
pemerintah ;

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

7. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
pedoman penyusunan, pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kinerja pembangunan Daerah
Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 22
Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi
dan tata kerja sekreatriat daerah provinsi
maluku dan sekretariat dewan Perwakilan rakyat
Provinsi Maluku;

11.Peraturan daerah provinsi Maluku Nomor 23
Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan
tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku

12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24
Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi dan
tata kerja lembaga-lambaga teknis daerah Provinsi
Maluku




Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini, merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspekorat
Provinsi Maluku dalam penyusunan dokumen
Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat
Provinsi Maluku tahun 2019-2024;

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
ggal 13 Januari 2021
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI MALUKU

NOMOR : 700 /23— ITProv / £dhun 202l
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU TAHUN 2021-2022
SASARAN INDIKATOR KINERJA

NO RENSTRA UTAMA PENJELASANPERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB

Meningkatnya fnaselcur
1. | Akuntabilitas Persentase Hasil Evaluasi SAKIP (Jumlah OPD yang Hasil Evaluasi SekI:'e -

Kinerja Perangkat | Perangkat Daerah yang Mendapat | SAKIP mendapat Predikat minimal B 1iban Wilaveh besera Audites
Daerah dan | Predikat Baik bagi Jumlah OPD wajib LKIP) kali 100% day P2UP]:}),
Kualitas Hasil
Pembinaan (Jumlah Kabupaten/kota yang Hasil Inspektur
Pengawasan Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Evaluasi SAKIP mendapat Predikat Selfretaris
Penyelenggaraan | Kabupaten Kota yang Mendapat | minimal CC bagi Jumlah Irban Wilavah b )
Pemerintah Predikat minimal CC Kabupaten/kota yang dievaluasi) c;anaIIIDZUPag eserta Auditor
Daerah kali 100%

Persentase hasil Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang
mendapat skor kinerja minimal
2.61-3.40

(Jumlah Kabupaten /kota yang hasil

EKPPD mendapat skor kinerja
minimal 2.61-3.40 bagi Total

Kabupaten Kota yang dievaluasi)
kali 100%

- Inspektur

Sekretaris

Irban Wilayah beserta Auditor
dan P2UPD




SASARAN INDIKATOR KINERJA
NO RENSTRA UTAMA PENJELASANPERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB
Persentase Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan OPD yang Inspektur
OPD yang sesuai dengan mendapat surat pernyataan telah Sekretaris

Peraturan Perundangan yang
Berlaku

direviu oleh Inspektorat bagi jumlah
OPD) kali 100%

Irban Wilayah beserta Auditor
dan P2UPD

Menurunnya persentase temuan | (Jumlah temuan n-1 kurang jumlah Inspektur

hasil pemeriksaan reguler pada temuan tahun n bagi jumlah temuan Sekretaris

1. Pemerintah Provinsi tahun n-1) kali 100% Irban Wilayah beserta Auditor
Maluku dan P2UPD

2. Kabupaten/Kota

Presentase Tindak Lanjut Temuan | (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektur

Hasil Pemeriksaan

a. BPK

b. Ijen Kemedagri

c. Inspektorat Provinsi

yang  ditindaklajuti
rekomendasi) kali 100%

bagi total

Sekretaris beserta Kasubag
dan Staf

Persentase Pengaduan Masyarakat

(Jumlah pengaduan masyarakat yang

Inspektur

yang ditindaklanjuti ditindaklajuti bagi total pengaduan | - Sekretaris beserta Kasubag
masyarakat) kali 100% dan Staf

Level Maturitas Sistem | Ditetapkan oleh BPKP Inspektur

Pengendalian Interen Pemerintah Irban Wilayah beserta Auditor

(SPIP) Provinsi Maluku dan P2UPD

Level Kapabilitas APIP | Ditetapkan oleh BPKP pusat Inspektur

Inspektorat Provinsi Maluku Sekretaris

Irban Wilayah beserta Auditor
dan P2UPD




'NO

SASARAN
RENSTRA

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

PENJELASANPERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB

|

Persentase  jumlah  pegawai
Inspektorat Provinsi Maluku yang
bersertifikat Auditor/ P2UPD

(umlah pegawai Inspektorat yang |- Inspektur
bersertifikat auditor atau P2UPD bagi | - Sekretaris Inspektorat beserta
Jumlah Pegawai Inspektorat) kali 100% Kasubag dan Staf
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